BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 19 TAHUN 202y

TENTANG

HARGA SATUAN LISTRIK/TARIF DASAR

LISTRIK PBJT ATAS TENAGA LISTRIK YANG BERASAL BUKAN

Menimbang:

Mengingat:

DARI PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah
Kabupaten Tanah Bumbu telah menerbitkan dan
memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

. bahwa untuk pelaksanaan Pasal 46 dan Pasal 51

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
perlu ditetapkan Penetapan Harga Satuan Listrik/Tarif
Dasar Listrik PBJT atas Tenaga Listrik yang Berasal
Bukan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN);

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan
Listrik /Tarif Dasar Listrik PBJT atas Tenaga Listrik yang
Berasal Bukan dari Perusahaan Listrik Negara;

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana
telah diubah dengan Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);




. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang

Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4189);

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);



8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6756);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2023 tentang
Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas
Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6848);

13.Peraturan  Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 835, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 6881);

14.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

15.Peraturan Daerah Kabupaten Bumbu Nomor 7 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Nomor 137);




16.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumu Tahun 2024
Nomor 01);

17.Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 31 Tahun 2022
tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
Unsur-Unsur Organisasi Badan Pendapatan Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022
Nomor 31);

18.Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN

LISTRIK/TARIF DASAR LISTRIK PBJT ATAS TENAGA LISTRIK
YANG BERASAL BUKAN DARI PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Kepala Daerah adalah Bupati Tanah Bumbu.

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang
pengelolaan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Badan
adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
bidang pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat
PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas
konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh
suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk
bermacam peralatan listrik.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut
ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah
diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang,
termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada
suatu saat, dalam Masa Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk yang
menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak
menurut Ketentuan Peraturan Perpajakan Daerah.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang seanjutnya disingkat
NPWPD adalah nomor yang administrasi perpajakan yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib
Pajak dan Usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan Hak dan
Kewajiban Perpajakan Daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan
besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak
kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau
jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling
lama 3 (tiga) bulan kalender, yan menjadi dasar bagi Wajib
Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang
terutang.

Pajak Terutang adalah Pajak yang belum terbayar setelah 30
(tiga puluh) hari sejak Surat Ketetapan Pajak diterima oleh
Wajib Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya
jumlah pokok pajak yang terutang.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek
pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan
kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan Daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke
Kas Daerah atau Bank lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak,
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.



20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak
yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah
ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak, karena
jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang
atau tidak seharusnya terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat
SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak
terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda.

Surat Keputusan Pembentulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau
kekeliuaran dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
Peraturan Perpajakan Daerah, yang terdapat dalam Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak
Daerah, Surat Keputusan Pembentulan, atau Surat Keputusan
Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan
oleh wajib Pajak.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan
secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi
keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan
dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan
barang atau jasa, yang ditutup dengan penyusunan laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap
Tahun Pajak berakhir.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
Perpajakan Daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu




membuat terang tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah
yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

29. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib
Pajak atau penaggung pajak terhadap suatu keputusan yang
dapat diajukan banding, berdasrkan Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.

30. Putusan Banding adalah keputusan badan peradilan pajak atas
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan
oleh Wajib Pajak.

31.Insentif Pemungutan adalah tambahan penghasilan diberikan
sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan
pemungutan Pajak.

BAB II
OBJEK DAN SUBJEK
PBJT ATAS TENAGA LISTRIK

Pasal 2

(1) Objek PBJT atas Tenaga Listrik adalah penggunaan tenaga
listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari
sumber lain.

(2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi seluruh pambangkit listrik.

(3) Dikecualikan dari objek PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan
Pemerintah Daerah; dan

b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang
digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing
dengan asas timbal balik.

Pasal 3

(1) Subjek PBJT atas Tenaga Listrik adalah orang pribadi atau
badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.

(2) Wajib PBJT atas Tenaga Listrik adalah orang pribadi atau badan
yang menggunakan tenaga listrik.

(3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib
PBJT atas Tenaga Listrik adalah penyedia tenaga listrik.

BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

(1) Dasar pengenaan PBJT atas Tenaga Listrik adalah Nilai Jual
Tenaga Listrik.

(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan:




a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan
pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah
tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya
pemakaian kWH/variabel yang tagihan dalam rekening
listrik;

b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga
Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat
penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan
harga satuan listrik yang berlaku di daerah dengan mengacu
pada tarif dasar listrik yang digunakan oleh perusahaan
listrik negara.

Pasal 5

Tarif PBJT atas Tenaga Listrik ditetapkan sebagai berikut :

a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri
ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan

b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan
sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 6

Besaran pokok PBJT atas Tenaga Listrik yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4.

PBJT atas Tenaga Listrik = Tarif x Nilai Jual Tenaga Listrik
N=(X)x(Y),dimana X =axb

N = Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL)
X = Kapasitas terpakai

Y = Tarif Dasar Listrik (TDL)

a = Kapasitas tersedia

b = Jam Operasional

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN
PBJT ATAS TENAGA LISTRIK

Pasal 7

(1) Pemungutan PPJ sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a
dan huruf b dilaksanakan oleh PLN.

(2) Dikecualikan dari Pasal S huruf ¢ pemungutan PBJT atas
Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dilaksanakan oleh Bidang
Pengelolaan Pajak Daerah.




BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG, DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

(1) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan
sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

(2) Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun
kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku
yang tidak sama dengan kalender.

Pasal 9

Pajak terutang terjadi setelah diterbitkannya SKPD atau setelah
wajib pajak melaporkan SPTPD.

Pasal 10

(1) Setiap Wajib PBJT atas Tenaga Listrik wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan
jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak
atau kuasanya.

(3) SPTPD yang dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada
Bupati paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya
masa pajak.

(4) Bagi wajib pajak daerah yang usahanya
berhenti/tutup/bangkrut haris dinyatakan dalam surat
keterangan pailit dari pejabat yang berwenang dan melaporkan
kepada Bupati.

(5) Utang pajak daerah sebelum tanggal pernyataan pailit harus
tetap dilunasi.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN,
DAN SURAT TAGIHAN PAJAK

Bagian kesatu

Pasal 11

(1) Pembayaran pajak dilakukan pada waktu dan tempat
pembayaran yang telah ditentukan dalam SPTPD, SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.

(2) Tempat pembayaran pajak yaitu :

a. Kas daerah pada Bank Pembangunan Daerah Cabang
Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan
Selatan; dan

b. Tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk Bupati.




(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan SSPD
yang dikeluarkan oleh Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.

(4) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan
penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari
kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam)
bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.

(5) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan
Pembentulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan
Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar
bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus
dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak
tanggal diterbitkan.

(6) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan
kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda
pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan.

Pasal 12

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembentulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau
kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih
dengan Surat Paksa.

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Surat Tagihan Pajak

Pasal 13

(1) Bupati daat menerbitkan STPD jika :
a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai
akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga
da/atau denda.

(2) Jumlah kekurangan yang terutang dalam STPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat
terutang pajak.

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo
pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2%
(dua persen) sebulan adan ditaguh melalui STPD.




|
BAB VII
| KEBERATAN DAN BANDING

| Pasal 14

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati
atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :

SPPT;

SKPD;

SKPDKB;

SKPDKBT;

SKPDLB;

SKPDN, dan

pemotongan atau pemugutan oleh pihak ketiga berdasarkan

ketentuaun peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau
pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika
Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak
dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar
paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak dianggap
sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati
atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat
keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti
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penerimaan surat keberatan.
Pasal 15

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan,
sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi
keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatann dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya
pajak yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan,
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

| Pasal 16

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya
kepada pengadilan terhadap keputusan mengenai keberatan
yang ditetapkan oleh Bupati.

O



(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara tertulis dalamb bahasa Indonesia, dengan
alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak
keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan
keberatan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban
membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal
penerbitan Putusan Banding.

Pasal 17

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding
dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran
pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar
2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda
sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak
berdasarkakn keputusan keberatan dikurangi dengan pajak
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding,
sanksi administratif berupa denda sebrsar 50% (lima puluh
persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda
sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan
Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang
telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB VIII

PEMBENTULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN

PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 18

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati
dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau
STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat
kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau
kekeliauran penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Bupati dapat :

a. mengurungkan atau menghapuskan sanksi administratif
berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang
menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah,



dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib
Pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

c. mengurangkan atau membatalkan STPD;

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang
dilaksanakan atau ditertibkan tidak sesuai dengan tata yang
ditentukan; dan

e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan
pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau
kondisi tertentu Objek Pajak.

BAB XI
PENGEMBANGAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap
dikabulkkan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(3) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak, kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang
pajak tersebut.

(4) Pengambalian kelebihan pembayaran pajak, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling
lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.

(5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan
setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

(6) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Bupati.

BAB X
KADALUAWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa
setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung saat
terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan
tindak pidana di bidang perpajakan daerah.




(2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tertangguh apabila :

a. diteribkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; dan

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung
maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluawarsa
penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa
tersebut.

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya
menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum
melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 21

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hal untuk
melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak
Kabupaten yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

BAB XI
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 22

(1) Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan/pencatatan
yang cukup sesuai dengan kaidah akuntansi atau pembukuan
yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.

(2) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak
dalam mengelola usahanya dan membantu petugas Bidang
Pengelolaan Pajak Daerah dalam melakukan pengawasan
terhadap usaha Wajib Pajak guna mengetahui jumlah produksi
yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap Masa Pajak.

(3) Pembukuan, catatan dan bukti pembukuan seperti faktur
penjualan dan laporan produksi yang berhubungan dengan
usaha wajib pajak harus disimpan selama S (lima) tahun.

Pasal 23

(1) Bupati atau pejabat berwenang dapat melakukan pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
daerah dalam rangka melaksanakan peraturan Perundang-
undangan Perpajakan Daerah.



(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang
berhubungan dengan objek pajak atau objek retribusi yang
terutang.

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau
ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna
kelancaran pemeriksaan; dan/atau '

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

(1) Badan yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi
insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25
Peraturan Bupati berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangannya Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

ULLAH AZHAR

Diundang,;kan di Batulicin

pada tang

Al y April 2024
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